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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah , Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD dan
RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Kaslifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan
Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah
diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Dearah (RKPD)
dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang
sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD
diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja
Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan pembanguan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu)
tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran
visi dan misi rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu)
tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan
penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat
Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh
Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan
jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan
kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka
Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan
atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi
tanggung jawab Perangkat Daerah.



Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024
adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Batang untuk
periode 2023 yang memuat kebijakan , program, dap kegiatan
pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan,
kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang
di Kabupaten Batang dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Sosial Tahun 2024 memilki keterkaitan yang erat
dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, pfovinsi dan
mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Dinas Sosial Tahun 2024 selain memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi,
potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat
yang tumbuh berkembang di Kabupaten Batang dan berorintasi pada
hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun
2023. Adapun keterkaitan hubungan hirarki perencanaan
pembangunan yang ada pada Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dapat
di lihat pada gambar 1.1 berikut .
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Gambar 1.1
Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024 disusun
dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai
berikut :

a. Pengolahan data dan informasi



Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja
Dinas Sosial pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan
iformasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan iformasi diolah
mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi
kinerja dan permasalahan pelaynan internal Dinas Sosial yang
menyangkut aspek :

a.l. Kualitas pelayanan Dinas Sosial

a.2. Organisasi dan Tata Laksana Dinas Sosial

a.3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun

sebelumnya

a.4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan

Renstra Dinas Sosial

a.5. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas

dan fungsi pelayanan Dinas Sosial
a.6. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan
Dinas Sosial

a.7. Rancangan awal RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024

a.8. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Pemerimtah Pusat dan Pemerintah Provinsi

a.9. Informasi lain terkait pelayanan Dinas Sosial

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial
Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan
Dinas Sosial adalah :

b.1. Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk
mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial, |

b.2. Mengidentifikasi variable /data mentah pada setiap jenis
indikator kinerja dalam format sebagaimaha Laporan
Capaian LKPD |

b.3. Mengidentifikasikan besaran target untuk setiap jenis
indikator dalam Renstra Dinas Sosial untuk kondisi Tahun
2023 - 2026.

b.4. Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan
tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023
berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk
pelaksanaan tahun 2024,

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun

lalu berdasarkan Rentra Dinas Sosial



Review hasil evaluasi mencakup :
c.1. Realisasi program atau kegiatan yang telah menuhi target
kinerja yang direncanakan,
c.2. Realisasi program atau Kkegiatan yang melebihi target
kinerja yang direncanakan; |
c.3. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja yang direncanakan

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya Kinerja
program atau kegiatan tersebut. Menganalisa implik?.si dampak
yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja
pelayanan Dinas Sosial.

Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan
perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Sosial, dimaksudkan untuk menentukan
permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan
kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun
sebelumnya, serta capaian kinerja Rentra Dinas Sosial.
Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

d.1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial
dan hal kritis yang terkait dengan pelayé.nan Dinas
Sosial ;

d.2. Permasalahan dan hambatan yang dihédapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas‘ Sosial;

d.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala
daerah, capaian program nasional dan internasional ,
seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG’s
(Sustainable Develoment Goals);

d.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan prima; |

d.5. Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020. |

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD



Telaahan terhadap rancangan awal RKPD , meliputi
kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator
kinerja program atau kegiatan, tolak ukur atau target sasaran
program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan
untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Sosial

Tahapan kegiatan telahan yang dilakukan, adalah :

e.l. Mengidentifikasi program atau kegiatan pridritas yang
tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

e.2. Mengidentikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang
sesuai dengan yang tidak sesuai antara arahan rancangan
awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan |

e.3. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang di danai
dengan APBD.

Perumusan tujuan dan sasaran;
f.1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan ftingsi Dinas

Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Renstra Dinas Sosial.

. Penelahaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat
merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait
kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan , terhadap
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan
tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Sosial. Contoh usulan program atau kegiatan yang berasal dari
masyarakat biasanya pemberdayaan masyarakat misalnya
Karang Taruna.

Dalam prosesnya pengakomodasian usulan masyarakat
dilaksanakan dalam rapat pertemuan dengan para Tenaga Ahli
Sekretariat Dewan.

. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas
dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan
berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu
penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial

dalam Pembangunan Daerah.



i.

Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Sosial;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Sosial
merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses
yang dilakukan mulai dari pengolaham data/informasi , analisis
dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah
dokumen.

Telaahan Kebijakan Nasional,

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah
prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun
rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten,
seperti percepatan pemulihan ekonomi yang didorong pemulihan
daya beli dan usaha diversifikasi, meningkatkan sumber daya
manusia berkualitas dan berdaya saing, memperkuat gerakan
revolusi mental, mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar dengan infrastruktur pelayanan dasar
meningkatkan ketahanan bencana. |
Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Sosial dilakukan
setelah diverifikasi pada saat rancangan awal.

Pembahasan Forum Perangkat Daerah ; dan

Forum SKPD merupakan wadah penampungan dan
penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku
kepentingan),untuk penyempurnaan rancangan kebijakan
penyusunan Renja SKPD. Hal ini menunjukan dalam pendekatan
perencanaan menggunakan system perencanaan bawah atas
(bottom up planning) berdasarkan azas demokratisasi dan
desentralisasi. Tujuan dari Forum antara lain untuk

menyelarasakan dan mempertajam program serta kegiatan.

. Penyesuaian dokumen rancangan renja Dinas Sosial dengan hasil

pembahasan forum perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Sosial yang telah
didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan
kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan forum perangkat
daerah.



1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan

Renja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
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1.4.

8) Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2022.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten
Batang Tahun 2024 ini merupakan salah satu dari serangkaian
proses pekerjaan penyusunan program pembangunan daerah.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024
ini berisikan uraian mengenai evaluasi hasil pelaksanaén Rencana
Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023 dan
rencana kinerja tahun 2024.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024 ini disusun dengan maksud
dan tujuan sebagai berikut:

a) Penjabaran tahunan dari Rancangan Rencana Strategi
(RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Batang yang telah disusun.

b) Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Batang pada tahun sebelumnya.

¢) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Sosial
Kabupaten Batang sekaligus memahami tujuan dan sasaran yang
akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala
Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Batang.

d) Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah untuk
memahami dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta
kegiatan operasional Dinas Sosial Kabupaten Batang;

e) Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Batang
yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

f) Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-
masing program dan dan kegiatan Tahun 2023.

g) Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJiP) Dinas Sosial Tahun 2024

Sistematika Penulisan
Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas
Sosial Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



BAB I Pendahuluan
BABII Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun{2022
BABIII Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan
BAB IV Penutup




2.1

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 d?.n Capaian
Renstra Dinas Sosial Tahun 2022 - 2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023,
diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Qmas Sosial
Tahun 2022 terhadap capaian renstra Dinas Sosial Tahun 2022 -
2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Remja untuk tahun
berjalan yaitu Tahun 2022.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian
akhir Renja Dinas Sosial sampai dengan tahun berjalan faitu Tahun
2022 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2022 -
2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022
sebagai tahun ke lima pelaksanaan Renstra Dinas Sosial 2022 - 2026
telah dapat diketahui.

Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada Tabel
2.1 berikut: |
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Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan

Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023
Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Realisasi Perkiraan Realisasi capaian
Target Target Target da.::‘rea.lisasﬁnerj;o 2 Target target renstra perangkat daerah
Kinerja Kinerja | program dan kegiatan tahun program dan s/d tahun berjalan
Urusan/ Bidang Urusan Capaan S kegiatan
No P o Indikator Kinerja Program Program Program Target Realisasi Realisasi t
emerintahan Daerah (Renja Tingka
Kode Aot } Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) (Renstra dan Renja renja Tingkat rangkat capaian capaian
. Perangkat keluaran | Perangkat | peragkat e Nieal p‘:lae i program dan Seliaesl
Daerah) Tahun | kegiatan Daerah daerah (%) tahun 2022) kegiatan s/d target renstra
2022 s..d Tahun tahun ( tahun tahun berjalan (%)
(2020) 2021) (2021) (2022)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)*100
URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL
) Program Rehabilitasi Persentase PMKS yang 97
Sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya 70 64 70 69 99 70 68
RDEh:ﬂ;ien';afgzﬁ Jumlah Penanganan dan
Disabilitas Terlantar, rehabilitasi sosial Penyandang
1 Anak Terlantar, Lanjut Disabilitas Terlantar, Anak 97
? Terlantar, Lanjut Usia 70 66 70 68 97 70 68
Usia Terlantar, serta
Terlantar, serta Gelandangan
Galiidaiigan Denjerils Pengemis di Luar Panti Sosial
di Luar Panti Sosial eng’ el i
. Jumlah PMKS penerima bantuan
1,1 | Penyediaan Permakanan — 50 40 50 49 o8 50 46 93
1,2 | Penyediaan Sandang Jumlah PMKS penerima sandang 55 as 55 sa 08 55 51 93
; . Jumlah Penerima alat bantu bagi
1,3 | Penyediaan alat bantu PMKS Penyandang Disabilitas 25 15 25 25 100 25 22 =
Fasilitasi Pembuatan Jumlah PMKS yang mendapat
Nomor Induk fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
1,4 | Kependudukan, Akta Kependudukan, Akta Kelahiran, 97
Kelahiran, Surat Nikah, Surat Nikah, dan Kartu Identitas eu i i ik oo 60 55
dan Kartu Identitas Anak Anak
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Realisasi

Perkiraan Realisasi capaian

Target Target Target dan realisasi kinerja tra gkat daerah
Kinerja Kinerja program dan kegiatan tahun 2021 Target Taegek :‘;:’mmf:r:: Silian
Capaian Hasil pr;gr o dan
tan
No I;::::;{n? idl angnlla?r:l;n Indikator Kinerja Program Program Program Target Realisasi ‘egi ; 5 Realisasi Tingkat
Kode dan Progtani] Keglitan (outcome)/ Kegiatan (output) (Renstra dan Renja renja Tingkat . ¢ capaian capaian
g Perangkat keluaran | Perangkat | peragkat restleast daengkarah program dan Sy
Daerah) Tahun | kegiatan Daerah daerah (%) tahun 2022) keglatan s/d target renstra
2022 s..d Tahun | tahun ( tahun tahun berjalan (%)
(2020) 2021) (2021) (2022)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3 | 11=(10/4)*100
Pemberian Akses ke Jumlah PMKS yang mendapat
1,5 | Layanan Pendidikan dan layanan pendidikan dan 75
8 3 8 7 88 8 6
Kesehatan dasar kesehatan dasar
16 Pemberian Layanan Data Jumlah PMKS yang terlayani 79
’ dan Pengaduan pengaduan dan layanan datanya 13 6 13 12 92 13 10
19 Pemberian Layanan Jumlah penerima layanan 97
2 Rujukan rujukan bagi PMKS 100 90 100 100 100 100 97
Program Penanganan Persentase Korban Bencana
u Bencana alam dun sosial yang terpennli 70 60 65 63 97 70 64 92
kebutuhan dasarnya
Pestinduagai Soxal Jumlah Korban bencana alam
1 Korban Bencana Alam d ial P——
dan Sosial A T e 200 180 190 190 100 200 190 95
Kabupaten/Kota pot £an
Jumlah korban bencana alam dan
. ; ; 95
1,1 | Penyediaan Makanan sosial yang menerima bantuan 200 180 190 190 100 200 190
pangan
Jumlah korban bencana alam dan
1,2 | Penyediaan Sandang sosial yang menerima bantuan 100 20 90 90 100 100 90 90
sandang
Jumlah penanganan asistensi
Penanganan Khusus bagi perlindungan dan jaminan sosial 5
i i iski i 9
1:4 | kelompok rentan kgt anettig falloir maketn den sk 200 180 190 190 100 200 190
mampu dengan keterlantaran
berat
Jumlah korban bencana alam dan
1,5 PSRRI DURTHEAN sosial yang mendapat layanan 91
*¥ | Psikososial SR msrADa.Iay 55 45 50 50 100 55 50
dukungan psikososial
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Target

Realisasi
Target

Target dan realisasi kinerja

Perkiraan Realisasi capaian

Disabilitas

Target target renstra perangkat daerah
g:nerj; }?{na:ﬂa program dan kegiatan tahun 2021 e Sidan a/i tabun berjal
No Uruseit/ Bideng [rnasn Indikator Kinerja Program Program Program Target Realisasi Eogatan Realisasi
Pemerintahan Daerah (Renja Tingkat
Kode Tan Pragran ] Keslatan (outcome)/ Kegiatan (output) (Renstra dan Renja renja Tingkat nglat capaian capaian
£r egi Perangkat keluaran | Perangkat | peragkat | _ .o o Pe‘da ok program dan - salisasi
Daerah) Tahun | kegiatan Daerah daerah (%) Sk e 2022 kegiatan s/d e e,
2022 s..d Tahun | tahun ( tahun I ) | tahun berjalan | %278 i
(2020) 2021) (2021) (2022)
1 2 3 L 5 6 rd 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)*100
Lenyelonpraran Jumlah Penyelenggaraan
Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat
2 Masyarakat terhadap
terhadap Kesiapsiagaan 1 1 1 1 100 1 1 100
kesiapsiagaan Bencana Bencana Kabupaten
Kabupaten/Kota
Koordinasi Sosialisasi dan | Jumlah koordinasi, sosialisasi,
2,1 | Pelaksanaan Kampung dan pelaksanaan kampung siaga 1 1 1 1 100 1 1 100
Siaga Bencana bencana
Presentase PMKS yg terpenuhi
kebutuhan dasarnya,
T Program Perlindungan terlindungi hak-haknya dan
dan Jaminan Sosial mampu berfungsi sosial serta 70 66 68 67 99 70 68 97
mampu hidup normatif dalam
pengasuhan keluarga
(| Pomotiaraan Amacanas | i snlcsnal teronter
Terlantar yang pat p g 70 100 65 és 100 70 78 112
dan jaminan sosial
1.1 Penjangkauan Anak-anak Jumlah Penerima bantuan sosial 67
’ terlantar untuk anak terlantar 1.500 25 1.500 1.500 100 1.500 1.008
2 ;i:ﬁ;lloch akulim D:ntaDl;:l:.l.rh Jumlah Puskesos yg didirikan/
P & difasilitasi 3 - 1 1 100 3 1 44
Kabupaten/Kota
Pendataan Fakir Miskin
21 Ezgsgzgfﬁigﬂ’ Jumlah data KPM 170.887 170.880 170.892 | 170.400 100 170.887 170.722 100
e Jumlah Penerima Bantuan Modal
2.2 Fasilitasi Pengembangan Uinobice beondd Brasuadon 164
X Ekonomi Masyarakat > g ¥ g 30 50 69 68 99 30 49
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Realisasi

Perkiraan Realisasi capaian

Target Target Argel can xealisuy; Rinbrja Target target renstra perangkat daerah
Kinerja Kinerja program dan kegiatan tahun 2021 & a:fm S g s/d tahun berjalan
Urusan/ Bid Urusan S Ll prkgrgiatan
No b eri.ntah::gl)ae i Indikator Kinerja Program Program Program Target Realisasi (Renja Realisasi Tingkat
Kode (outcome)/ Kegiatan (output) (Renstra dan Renja renja Tingkat ¢ capaian capaian
dan Program/ Kegiatan Perangkat keluaran | Perangkat | peragkat | .- P“d::'gkamh program dan roilichnt
Daerah) Tahun | kegiatan Daerah daerah (%) tahun 2022 kegiatan s/d e
2022 s..d Tahun tahun ( tahun AAXL ) | tahun berjalan (%)
(2020) 2021) (2021) (2022)
1 2 3 o 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)*100
Pengelolaan Data Fakir
i Jumlah KK yang mendapat 00
S || Miskin Calupmmlieersll | g0 pya pEr 76.571 76.560 76.576 76.574 100 76.571 76.568 *
Kabupaten/Kota
v Program Pemberdayaan Presentase PSKS yang alktif
Sosial dalam pembanguan Kesos 75 65 70 70 100 75 70 93
Pengembangan Potensi
1 Sumber Kesejahteraan Jumlah PSKS yang mengalami
Sosial Daerah peningkatan kemampuan 75 65 70 70 100 75 70 93
Kabupaten/Kota
Pinlng!;atljn .Kegn amlp o Jumlah Pekerja Sosial
1] |[EEERES G Masyarakat yang ditingkatkan ] 98
Masyarakat Kewenangan et haatie 252 246 248 245 99 252 24
Kabupaten /Kota P Y
Peningkatan Kemampuan
potensi Tenaga Jumlah Tenaga Kesejahteraan
1,2 | Kesejahteraan Sosial Sosial Kecamatan yang 15 15 15 15 100 15 15 100
Kecamatan Kewenangan ditingkatkan kemampuannya
Kabupaten /Kota
Peningkatan Kemampuan
potensi Sumber Jumlah Sumber Kesejahteraan
1,9 Konejahipenan. Sasial Hosial Keluarge yang ditinghatian 160.507 160.504 | 160.507 | 160.507 100 160.507 160.506 100
Keluarga Kewenangan jumlahnya
Kabupaten /Kota
Peningkatan Kemampuan
potensi Sumber Jumlah Sumber Kesejahteraan
1,4 | Kesejahteraan Sosial Sc_)s'sial Kelembagaan yang 494 490 4992 491 100 404 492 100
Kelembagaan Kewenangan | ditingkatkan kemampuannya
Kabupaten /Kota
v mnmgr:ﬁ::: rgn kol Presentase Taman Makam
Pahlonvan Pahlawan dalam kondisi baik 100 100 100 100 100 100 100 100
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Target

Realisasi
Target

Target dan realisasi kinerja

Perkiraan Realisasi capaian

Target target renstra perangkat daerah
gnwja K:_;n;i{a program dan kegiatan tahun 2021 ekt e s/d tahun berjalan
No Uspsin/Badang Usaed Indikator Kinerja Program Program Program Target Realisasi Xeglatun Realisasi
Pemerintahan Daerah (Renja Tingkat
Kode dai Progiai ] Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) (Renstra dan Renja renja Tingkat e eRRt capaian capalan
£r Perangkat keluaran Perangkat | peragkat BTSN padae 2 program dan sealincai
Daerah) Tahun | kegiatan Daerah daerah (%) Al om e kegiatan s/d et renstea
2022 s..d Tahun tahun ( tahun ) | tahun berjalan 8 %)
(2020) 2021) (2021) (2022)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)*100
Pemeliharaan Taman
1 Makam Pahlawan Jumlah TMP yang mendapat
Nasional pemeliharaan 1 1 1 1 100 1 1 100
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Jumlah tenaga pemelihara
1,1 | Makam Pahlawan Nasional | Taman Makam Pahlawan 1 1 1 1 100 1 1 100
Kabupaten/Kota Kabupaten
Pengamanan Taman
1,2 | Makam Pahlawan Nasional &Jur.nlah] tenaga pengamanan TMP 1 1 1 1 100 1 1 100
Kabupaten/Kota Aslona
Prosentase ASN yang telah
vI [fr’:ga r:?;::;:ﬁ';lg mengikuti diklat teknis
D h Kabupaten Kota fungsional sesuai kompetensi 75 60 60 60 100 75 65 87
yg dibutuhkan
Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan,
1 Penganggaran dan penganggaran dan evaluasi
Evaluasi Kinerja kinerja perangkat daerah yang 7 T 7 i 100 T 7 100
Perangkat Daerah disusun
— Jumlah Laporan Capaian Kinerja
PKoordmasn e dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
enyusunan Laporan ;
- By SKPD dan Laporan Hasil
1,1 | Capaian Kinerja dan S 100
: P T, Koordinasi Penyusunan Laporan 7 i 7 7 100 7 7
Ikhtisar Realisasi Kinerja : g .
SKPD Capa_lan.Klper_].a dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2 Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan yang 100
Perangkat Daerah disusun 18 18 18 18 100 18 18
21 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 100
' Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 25 25 25 25 100 25 25
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Realisasi

Perkiraan Realisasi capaian

Target Target Target dan realisasi kinerja T t A t daerali
arget target renstra perangka
éunerja x:lne:{g program dan kegiatan tahun 2021 it s s/d tahun berjalan
Urusan/ Bidang Urusan speian 2 Realisasi kegiatan Realisasi
No Indikator Kinerja Program Program Program Target calisas Tingkat
Pemerintahan Daerah (Renja
Kode A Pro Viiteetatan (outcome)/ Kegiatan (output) (Renstra dan Renja renja Tingkat erangkat capaian capaian
ALail Perangkat keluaran | Perangkat | peragkat | . .o . 5 Ay program dan realisasi
Daerah) Tahun | kegiatan | - Daerah daerah (%) tahun 2022) kegiatan s/d target renstra
2022 s..d Tahun | tahun( | tahun sy tahun berjalan (%)
(2020) 2021) (2021) (2022)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3 | 11=(10/4)*100
22 | Fenyedinan Adminiscas | Somish Dokumen Hash
’ 7
Pelaksanaan Tugas ASN Pelakaanasn Tugas ASN 7 7 74 7 100 7
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Bulanan/ Triwulanan/
Penyusunan Laporan Semesteran SKPD dan Laporan
2,3 | Keuangan Bulanan Koordinasi Penyusunan Laporan 18 18 18 18 100 18 18 100
/Triwulanan /Semesteran Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Jumlah laporan penanganan
Administrasi Umum
3 laporan administrasi umum 105 100
Perangkat Daerah perangkat daerah 105 105 105 105 100 105
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen
3.1 Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan 100
’ listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 3 3 3 3 100 3 3
Bangunan Kantor Disediakan
: Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan
3,2 Perlengkapan Kantor yang 2 100
Perlengkapan Kantor Disediakan 2 2 2 2 100 2
33 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 100
d Logistik Kantor Kantor yang Disediakan 2 2 2 2 100 2 2
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan
100
3/%| Cotaknn dan Penggandaan | 985 PEApgMndasn yeng 2 2 2 2 100 2 2
Disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
3,5 | Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang- 9 2 2 2 100 2 5 100

Perundang-Undangan

Undangan yang Disediakan
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Realisasi

Perkiraan Realisasi capaian

Target Target Target dan realisasi kinerja ar ¢ t tan t daerah
get arget renstra perangka
é{merja Kli.;ne;jla program dan kegiatan tahun 2021 o e an s/d tahun berjalan
apaian as;
No LrnsanEICRuE e Indikator Kinerja Program Program Program Target Realisasi Kogan Realisasi t
Pemerintahan Daerah (Renja Tingka
Kode (outcome)/ Kegiatan (output) (Renstra dan Renja renja capaian
dan Program/ Kegiatan Tingkat perangkat d capaian
Perangkat keluaran | Perangkat | peragkat | . ;o0q; | goeran PEOBEa Gut realisasi
Daerah) Tahun | kegiatan Daerah daerah (%) tahun 2022) kegiatan s/d target renstra
2022 s..d Tahun tahun ( tahun tahun berjalan (%)
(2020) 2021) (2021) (2022)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) K 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)*100
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
3,6 | Koordinasi dan Konsultasi | Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100
SKPD SKPD 5 5 5 5 100 5 5
Pengadaan Barang Milik
i Daerah Penunjang Jumlah barang milik daerah 100
Urusan Pemerintah yang dibeli/ direhab 1 1 1 1 100 1 1
Daerah
Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan
4.1 Sarana Pendukung Prasarana Pendukung Gedung 100
z Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya 5 5 5 5 100 5 5
bangunan lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah laporan penyediaan
5 Penunjang Urusan jasa penunjang urusan 100
Pemerintah Daerah pemerintahan daerah 4 4 4 7 100 ’ 7
5.1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 100
: Penyurat Surat Menyurat 3.570 3.570 3.570 3.570 100 3.570 3.570
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
5,2 | Komunikasi Sumber Daya | Komunikasi, Sumber Daya Air 4 4 a 4 100 a a 100
Air dan Listrik dan Listrik yang Disediakan
Parietdinas fas Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
5,3 e b Pelayanan Umum Kantor yang 100
pelayanan umum kantor Disediakan 1 1 1 1 100 1 1
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
6 | Urusan Pemerintah Jumlah barang yang dipelihara 1.313 1.313 1.313 1.313 100 1.313 1.313 100
Daerah
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Realisasi Perkiraan Realisasi capaian
Target Target Target dan realisasi kinerja target renstra perangkat daerah
Kinerja Kinerja | program dan kegiatan tahun 2021 OT“;f:tlm s ard tahtr:: b ;galan
Urusan/ Bidang Urusan Capsion L prkf;latan
No Indikator Kinerja Program Program Program Target Realisasi Realisasi Tingkat
Pemerintahan Daerah (Renja
Kode e Pra / Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (output) (Renstra dan Renja renja Tingkat eny capaian capaian
g Perangkat keluaran | Perangkat | peragkat | .= p'; program dan e
aerah d
Daerah) Tahun | kegiatan Daerah daerah (%) tahun 2022) kegiatan s/ target renstra
2022 s..d Tahun tahun ( tahun tahun berjalan (%)
(2020) 2021) (2021) (2022)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3 11=(10/4)*100
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan
6.1 Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas 100
: Kendaraan Perorangan Jabatan yang Dipelihara dan 18 18 18 18 100 18 18
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
6.2 Pemeliharaan peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 100
! dan mesin lainnya Lainnya yang Dipelihara 23 23 23 23 100 23 23
Pemeh_h_aragn Jumlah Gedung Kantor dan
6.3 /rehabilitasi gedung B Lai 100
E kantor dan bangunan aOgunAn LAmoya yent 6 6 6 6 100 6 6
ai Dipelihara/Direhabilitasi
ainnya
Pemeliharaan/rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana
5.4 | sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 100
: pendukung gedung kantor | Bangunan Lainnya yang 12 12 12 12 100 12 12
atau bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Batang, Juni 2023
~_Kepala Dinas Sosial
- Kabupaten Batang,
| UlliI£ JOKO TETUKO, M.Si
| . NIP-19630605 /;199203 1015
WO S
- 2:"'. ’,4,

P4
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Dari Tabel 2.2 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di

Tahun 2022 telah dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan di
Rentra Dinas Sosial Tahun 2022 - 2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas

Sosial di Tahun 2021, maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan

program dan kegiatan Dinas Sosial dalam tabel seperti dibawah ini:

Tabel 2.2.a
Realisasi program /Kegiatan Tahun 2022 yang tidak memenuhi
target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan:

No Program /Kegiatan Faktor Penyebab Implikasi | Ket
URUSAN PEMERINTAH BIDANG
SOSIAL
Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

1 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan afiae

1.1 | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi sisa alokasi anggaran cetak —
Kinerja SKPD g8

2 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

; i . " . sisa
2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selisih pembulatan angka/nominal anggaran
terdapat alokasi anggaran belanja
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Lt g honoramum sisa
2.2 T ASN penanggungjawab pengelola angearan
ugas keuangan yang tidak bisa di g8
laporkan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan sisa alokasi anggaran cetak dan —

2.3 | Keuangan sisa selisih pembiayaan iuran ansearan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD jaminan kecelakaan kerja non ASN E8
Administrasi Umum Perangkat

3
Daerah

3.1 Penyediaan Komponen Instalasi sisa alokasi anggaran tenaga ahli sisa

: Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tidak bisa dialporkan anggaran
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan i mlgt piiEnal lighioele sisa

3.2 pembelian peralatan komputer
Kantor g P 5 anggaran

yang lebih kecil dari anggaran

3.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor e alokasi anggaran makan sisa

minum anggaran

35 Penyediaan Bahan Bacaan dan selisih harga bahan bacaan sisa
Peraturan Perundang-undangan anggaran
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan T_otal pesbifyasn per_!alans}n sisa

3.6 5 dinas yang menyesuaikan jarak
Konsultasi SKPD tempuh anggaran
Pengadaan Barang Milik Daerah

4 Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana sisa nilai nominal kontrak ik

4.1 | Pendukung Gedung Kantor atau pembelian Mebel yang lebih kecil anesaran
Bangunan Lainnya dari anggaran 88

5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

5.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIS anEEATEIL PoiLy ec‘lxaan benda siaa

pos yang udah sesusi kebutuhan anggaran
5.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber sisa anggaran tagihan listrik, air sisa
’ Daya Air dan Listrik dan telepon anggaran
5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum sisa anggaran iuran BPJS Non sisa
: Kantor ASN dan pembelian perabot kantor | anggaran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah

6 Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

6.1 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan sisa anggaran bahan bakar dan sisa

’ Kendaraan Dinas Operasional atau pelumas anggaran

Lapangan
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kecelakaan kerja non ASN

No Program/Kegiatan Faktor Penyebab ;Implikasi Ket
: G sisa anggaran jasa arsitektur, s
6.3 Pemeliharaan/ Rehablhtagl Gedung pengawasan, dan pembangunan sisa
Kantor dan Bangunan Lainnya anggaran
gedung kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan sisa anggaran pembanguan <
6.4 | Prasarana Gedung Kantor atau gedung, pembelian alat rumah
; anggaran
Bangunan Lainnya tangga, bahan dan pelumas
i Program Pemberdayaan Sosial
I Pemberdayaan Sosial Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
Jumlah Penerima Alat Bantu lebih e
1.1 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT sedikit dengan target yang g
direncanakan EE
Peningkatan Kapasitas dan T?tal pembiayaan per_!alanz.m sisa
1.2 " dinas yang menyesuaikan jarak
Pendampingan KAT anggaran
tempuh
Pengembangan Potensi Sumber
2 Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Total pembiayaan perjalanan sisa
2.1 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan | dinas yang menyesuaikan jarak -
Kewenangan Kabupaten/Kota tempuh g8
or Program Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar
1 Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial
Jumlah PMKS yg dilayani lebih _—
1.1 | Penyediaan Permakanan sedikit dengan target yang EOAraR
direncanakan EE
Nilai kontrak penyediaan alat Sl
1.3 | Penyediaan Alat Bantu bantu lebih kecil daripada angearan
anggaran yang tersedia EE
Total pembiayaan perjalanan slsa
1.4 | Pemberian Layanan Rujukan dinas yang menyesuaikan jarak
tempuh anggaran
w Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial
1 Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan 'ggtalspf:arnnblriyaan per‘!ilana.ln & sisa
d Daerah Kabupaten/Kota t;?nai)u};‘: g menyesuatkan jara anggaran
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan T9tal pembiayaan per_].alan?n sisa
1.2 dinas yang menyesuaikan jarak
Daerah Kabupaten/Kota tempuh anggaran
v Program Penanganan Bencana
Penyelenggaraan Pemberdayaan
1 Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten/Kota
L1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan | Pembiayaan honor kegiatan tenaga | sisa
: Kampung Siaga Bencana Tagana anggaran
Program Pengelolaan Taman Makam
vI
Pahlawan
1 Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan T?tal pembigyasn per_]_alan:_:ln sisa
1:1 A dinas yang menyesuaikan jarak
Nasional Kabupaten/Kota tempuih anggaran
1.2 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Penggl'ranganl Jumla.‘h tanggu ngan sisa
) Nasional Kabupaten/Kota pemulayaarL Iuran Jaminan anggaran
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Tabel 2.2.b
Realisasi kinerja kegiatan Tahun 2022 yang memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

No Program/Kegiatan Faktor Penyebab Implikasi Ket
URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL
I Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Konaistenat ;
Ll perencanaan dan Target tercapai
Penggandaan
penganggaran
2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Konsistensi
2.1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | perencanaan dan Target tercapai
penganggaran
I Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial
1 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
Konsistensi
1.1 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar perencanaan dan Target tercapai
penganggaran
2 Pengelolaan Data Falkir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan e .
2.1 perencanaan dan Target tercapai
Keluarga
penganggaran

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 -

2026, Dinas Sosial

Kabupaten Batang telah memiliki tolak ukur kinerja dan indicator

pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dinas Sosial

memiliki dua indikator kinerja sasaran dan empat indikator kinerja

program,dengan rencana target capaian dari tahun 2017 - 2022,

adalah seperti dalam table berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kab. Batang Prov. Jawa Tengah

Target Renstra Perangkat Realisasi
SPM Daerah Capaian Froyoksl Catatan
No Indikator Satuan | /standar | IKK o
nasional Thn | Thn | Tha | Tha | Than | Than | Thn | Thn alisis
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penanganan
penyandang
masalah
1 kesei % 100 j=lo] 70 80 80 85 90 Q0 85 85
esejahteraan
sosial yang
berhasil
Rasio PSKS
2 | yang aktif % 100 S0 65 70 75 80 20 90,3 75 75
dalam
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Target Renstra Perangkat Realisasi Proveksi
SPn‘ll Daerah Capaian i Catatan
Satuan standar | IKK
Nooo i it Tho | Thn | Thn | Thn | Thn | Thn | Thn | Tha | Analisis
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pembangunan
Kesos
Persentase
3 | Santunan % 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,7 | 100 | 95 | 95
kematian yang
diberikan
Persentase
4 PMKS yang % 100 0,2 4,35 | 4,35 4,35 | 4,35 | 0,19 0,22 0,24 0,25
diberdayakan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah
Program-program penanganan kemiskinan memerlukan kerja

sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.
Sementara penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) belum ditangani secara intensif dan terpadu, hal tersebut
berkaitan dengan tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial sebagai
pelaksana tugas dan fungsi di bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Batang dibentuk berdasarkan Peraturan
Bupati Batang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya didukung adanya
komitmen dari mitra kerja dan lembaga sosial yang peduli dengan
masalah sosial sehingga dapat berjalan kondusif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang baru maka masih
banyak kelemahan, antara lain: SDM yang memiliki kompetensi masih
kurang, tingginya angka penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS),

bantuan Sosial bagi PMKS masih rendah, Standar Operasional

sarana dan prasarana yang belum memadai, Cakupan

Prosedur (SOP) Penanganan PMKS belum optimal.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di bidang
social. Adapun tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan
pelayanan Dinas Sosial meliputi: Tingginya angka kemiskinan, Belum
optimalnya pemberdayaan PMKS. Belum maksimalnya peran PSKS,
masih terdapat masyarakat yang memiliki jiwa miskin.

Namun ada beberapa peluang yang dapat dipergunakan untuk

menghadapi tantangan yang ada antara lain: Adanya Undang-Undang
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2.4

nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Tersedianya dana
dari berbagai sumber, Adanya koordinasi Lintas Sektor/Dinas terkait,
Adanya jaringan kemitraan antara Pemerintah dengan masyarakat dan
Lembaga (LSM/Organisasi Sosial), adanya bantuan social melalui
program Program Keluarga Harapan (PKH), Adanya semangat

keperintisan dan kesetiakawanan di masyarakat;

Review terhadap rancangan awal RKPD

Rencana kerja dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan
apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik
dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat
sasaran. Dokumen perencanaan daerah diataranya Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023,
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)} Tahun 2022 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Sosial
Kabupaten Batang Tahun 2022 - 2026, agar terwujud konsistensi
dokumen perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) sampai dengan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah yang dilaksnakan masing-masing Perangkat
Daerah. Sebagaimana Tabel di bawah ini.
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Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah = Dinas Sosial

Propinsi Jawa Tengah Kab. Batang

Hasil Analisa Kebutuh

R gan Awal RKPD

Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja gﬂ:“ti Pagu Indikatif Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja el Kebutuhan dana
1) (2) (3) 4 (5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12)
Program Penunjang Urusan Program Penunjang
Pemerintahan Daerah Rp3.157.907.795 | Urusan Pemerintahan Rp 2.936.583.817
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Pere Jumlah dokumen perencanaan, Perencanaan, Jumlah dol per
2 dan evaluasi Penganggaran, dan penganggaran dan evaluasi
Penganggaran, dan Evaluasi | Batang | Pergangegaran 7 5.098.500 d Bat 7 5.098.500
xi:'gda Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah yang Rp Evaluasi Kinerja Perangkat ang kinerja perangkat daerah yang Rp
di Daerah disusun
Jumlah Laporan Capaian Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi dan Penyusunan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
s AL SKPD dan Laporan Hasil - - Laporan Capaian Kinerja dan SKPD dan Laporan Hasil -
8 }fl?g::ng:ah I'sasi [;:';2'12 ;l;?{;)r) Batang Koordinasi Penyusunan Laporan 7 Rp 5-098.500 | 1 tisar Realisasi Kinerja Baling Koordinasi Penyusunan Laporan 7 R 098,500
T Capaian Kinerja dan [khtisar SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Admini i Ki Jumlah laporan ke Administrasi Keu Jumlah laporan keuan,
ast g po! Uangan yang angan po! gan yang
Perangkat Daerah Batang dlsusan 18 Rp 2.600.701.386 Perangkat Daerah Batang dlsaenn 18 Rp 2.273.891.108
. . Q e . 23 3 Bertambah km
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Rp
2 | Tunjangan ASN Batang | 3.4 Tunjangan ASN 25 | Rp 2416.730.886 | 4 iongan ASN Batang | aii dan Tunjangan ASN 25 2.093.916.108 F;gg“;j;t g:;:‘a'l’f)‘h“”
Penyedican Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Rp Berkurang kmn
b z Batang Penyediaan Administrasi Rp 149.322.000 - . 3 Batang Penyediaan Administrasi Anggaran Perubahan
Pelaksanam Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN 7 Relaicsangan TugaaASN Pelaksanaan Tugas ASN 4 142:426:000 (DPA Pernbahan)
Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
s T Bulanan/ Triwulanan/ . RO ) Bulanan/ Triwulanan/
i!:aog;d;ﬂ;tﬂ;";:;?y . Semesteran SKPD dan Laporan &omazzﬂ:ﬂgz?y VLR Semesteran SKPD dan Laporan
c Bulanan/Triwulan/Semesteran Batang K'oorﬂulam Penyusunan Laporan 18 Rp 34.649.000 Bulanan/ Triwulan/Semester Batang Koordinasi Penyusunan Laporan 18 Rp 34.619.000
SKPD Keuangan an SKPD Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD SKPD
Jumlah laporan penanganan Jumlah laporan penanganan
e Batang | laporan administrasi umum 105 Rp 142.353.950 | Admiotsst Umum Batang | laporan administrasl umum 105 Rp 167.740.250
perangkat daerah perangkat daerah
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi
a | Instalasi Listrik/Penerangan Batang Listrik/ Penerangan Bangunan 3 Rp 3.290.700 | Instalasi Listrik/Penerangan Batang Listrik/ Penerangan Bangunan 3 Rp 3.290.700
Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
. Jumlah Paket Peralatan dan . Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan ~ . # Penyedinan Peralatan dan ! o Rp
b Periengkapan Kantor Batang Perlengkapan Kantor yang 2 Rp 51.277.250 Perlenglapan Kantor Batang Perlengkapan Kantor yang 2 51.277.250

Disediakan

Disediakan
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan Penting
e Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja c‘;""’l . Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja A Kebutuhan dana E
(1) (2) ) (4) (5) 6) 7 (8) %) (10) 11 (12)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Bertambah kan
© Ke 3: | Batang Kantor Disediak BIS 2 Rp 15.750.000 Pairte Batang Kantar v Disediak B 2 Rp 56.050.000 | Anggaran Perubahan
antor antor yang an an or yang Di an (DPA Perubahan)
3 5 i Jumlah Paket Barang Cetakan
d Pcnyc)dma:l Barang Cetakan Batang Jumlah Paket Bs_mng (.c?n}mn dan Rp 7.720.000 Penyediaan Barang Cetakan Batang dan Penggandaan yang Rp 7.720.000
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 2 dan Penggandaan ‘e 2
Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
(- Peraturan Perundang- Batang dan Peraturan Perundang- 2 Rp 3.216.000 | dan Peraturan Perundang- Batang dan Peraturan Perundang- 2 Rp 3.216.000
undangan Undangan yang Disediakan undangan Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyclenggaraan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Berkurang krn
f Koordinasi dan Konsultasi Batang Rapat Koordinasi dan Konsultasi 5 Rp 61.000.000 | Koordinasidan Konsultasi Batang Rapat Koordinasi dan Konsultasi 5 Rp 6.186.300 Anggaran Perubahan
SKPD SKPD SKPD SKPD (DPA Perubahan)
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Barang Milik
Drerah Penunjang Urusan Batang J““’:‘;&:ﬂi‘:ﬂ: ducrab 1 Rp 25.683.900 | Daecrah Penunjang Urusan | Batang J““';’l‘h‘::ﬂfx;’:f dnerah 1| Rp 105.683.900
Pemerintah Daerah yang Pemerintah Daerah yang
Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Revtambali s
Prasarana Pendukung Gedung Prasarana Pendukung Gedung e Prasarana Pendukung , Prasarana Pendukung Gedung ” i
# | Kantor atau Bangunan Eatang Kantor atau Bangunan Lainnya S Rp 29,653:000 Gedung Kantor atau Hataug Kantor atau Bangunan Lainnya 5 Rp 05.683.900 ?ggga;::;g;ﬁ:‘:?hml
Lainnya yang Disediakan Ban: Lainnya yang Disediakan
Vaiived Jasa Penunj Jumlah laporan penyedinan jasa Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah laporan penyediaan jasa
Uru:wmpemuint ¢ D:;‘ah Batang | penunjang urnsan pemerintahan 7 Rp 155.367.400 | Urusan Pemerintahan Batang | penunjang urusan pemerintahan 7| Rp 155.367.400
daerah Daerah ah
Penycdiaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Berkurang krn
a Batang N - Rp 15.897.400 = Batang 2 ? T Rp 8.747.400 | Anggaran Perubahan
Menyurat Surat Menyurat 3.570 Menyurat Surat Menyurat 3.570
(DPA Perubahan)
Pesivediin Jisa Koimuniloas Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Bertambah krn
b ‘;unijcr Dava A dos Listee ! Batang Komunikasi, Sumber Daya Air dan 4 Rp 66.550.000 | Komunikasi, Sumber Daya Batang Komunikasi, Sumber Daya Air dan 4 Rp 73.700.000 | Anggaran Perubahan
: aya Listrik yang Disediakan Air dan Listrik Listrik yang Disediakan (DPA Perubahan)
o . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
@ || Petlyedim asaiPelayanial Batang | Pelayanan Umum Kantor yang Rp 72.920.000 | Feryediaan Jasa Pelayanan Batang | Pelayanan Umum Kantor yang Rp 72.920.000
Umum Kantor Tt 1 Umum Kantor i 1
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Batang | Jumlah barang yang dipelihara 1.310 Rp 228.802.659 | Daerah Penunjang Urusan Batang | Jumlah barang yang dipelihara 1.310 Rp 228.802.659
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
I’cuycc_lmul Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Pcuy” Jasa' Jumlah Kendaraan Perorangan
Peiclifiraan, Dlaya Dinas atau Kendaraan Dinas kheme ,:Dlaya Dinas atau Kendaraan Dinas
a | Pemecliharaan, Pajak, dan Batang PR N Rp 92.245.000 | Pemeliharaan, Pajak, dan Batang AT : Rp 92.245.000
B 5 g Jabatan yang Dipelihara dan 18 o - 4 Jabatan yang Dipelihara dan 18
Perizinan Kendaraan Dinas dibavariin Palaknia Perizinan Kendaraan Dinas heEA e Palilaya
Operasional atau Lapangan e R Operasional atau Lapangan o yakny
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin
b Mesin Lainnya Batang Lainnya yang Dipelihara 23 Rp 4.300.000 Mesin Lainnya Batang Lainnya vang Dipelihara 23 Rp 4:300.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
¢ | Gedung Kantor dan Banunan Batang Bangunan Lainnya yang & Rp 124.257.659 | Gedung Kantor dan Batang Bangunan Lainnya yang 6 Rp 124.257.659
Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi Banunan Lainnya Dipelihara/ Dirchabilitasi
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Gedung Kantor atau Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
d Kantor atau Bangunan Batang Bangunan Lainnya yang 9 Rp B.000:000 Gedung Kantor atau Batang Bangunan Lainnya yang 9 Rp 8,000,000
Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi Bangunan Lainnya Dipelihara/ Dirchabilitasi
Program Pemberdayaan Terlak ya Pemberday Program Pemberdayaan Terlak wa Pemberday
Sosial Batang terhadap PMES 75 Rp3.341.715.000 Sosial Batang terhadap PMES 75 | Rp 2.327.985.000
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Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan P
o Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja c‘:‘;g:"n Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tget Kebutuhan dana enting
(1) (2) (] (4 (5) (6) 7 (8) 9 (10) (11) (12)
Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Sosial
1 | Komunitas Adat Terpencil Batang | Tercapainya Pealngkatan Tarafl 508 Rp 3.034.375.000 | Komunitas Adat Terpenell | Batang | 1orcRPainya Peningkatan Taraf 508 | Rp 2.215.645.000
Hidup Hidup
(KAT) (KAT)
ase i . e 2 o, S ; : s . Berkurang km
- F‘:EISLLIIHSI. Pemberdayaan Sosial Batang -Jlll'l:l-t}h PMKS yang terampil dan Rp 2.484.955.000 I-as‘l.hla!'il Pemberdayaan Batang Juml.th PMKS yang terampil dan Rp _678.225.000 Angg Poubahias
KAT terlatih 36 Sosial KAT terlatih 36
(DPA Perubahan)
“ ~ & Jumlah pendamping KAT yang i . . Jumlah pendamping KAT yang Bertambah krmn
b Szg:]uagnlfaum’;ﬂ!}::;l sy idan Batang profesional,inovatif dan  kompetitil 472 Rp 549.420.000 gn:lr; ﬁtn:ﬂn‘:;am?m dan Batang profesional,inovatif dan kompetitif 472 Rp 537.420.000 | Anggaran Perubahan
PIgE (PKH) noampng (PKH) (DPA Perubahan)
Pengembangan Potensi Meningkatnya pengembangan ::’:f::z:;ﬁ:;::::;‘ Meningkatnya pengembangan
Sumber Kesejahteraan Sosial Batang | sumber kesejahteraan sosial 111 Rp 307.340.000 Sosial Daerah Batang sumber kesejahteraan sosial 111 | Rp 112.340.000
Daerah Kabupaten/Kota daerah Kabupaten/Kota daerah
. - Peningkatan Kemampuan
f,zﬁﬂgk??" ]:gl::i.ﬁﬁ?mm Jumlah Tenaga Kesejahteraan Potensi Tenaga Jumlah Tenaga Kesejahteraan
a FIISL A SRR NENe Batang | Sosial Kecamatan yang - | ®mp 112.340.000 | Kesejahteraan Sosial Batang | Sosial Kecamatan yang Rp 112.340.000
Sosial Kecamatan Kewenangan litingkatkan kemam 13 Kecamatan Kewenangan ditingkatkan kemam: v 15
Kabupaten/ Kota diting puannya {ec g itingkatkan ke puannya
Kabupaten/ Kota
. . Peningkatan Kemampuan ¥
Iﬁg‘;ﬁgﬁ;ﬂ&?ﬁ’;ﬁ:ﬁ :_ s Jumlah Sumber kesejahteraan Potensi Sumber Jumlah Sumber kesejahteraan g:lg;alrgin krn
b Sosial Keluarga Kewenangan Batang 53;1;:}]1 !;clzarga yang ditingkatkan 160.507 Rp 195.000.000 ::ciyl:l:i:m;m]i::’e ::;lfn Batang ;osm] keliargn yang ditingkatkan 160.507 Perubahan(DPA
Kabupaten/ Kota J Y b prf“m / Kota & jumlahny Perubahan)
Persentase PMES yang Program Rehabilitasi Persentase PMKS yang
m Program Rehabilitasi Sosial Batang terpenuhi kebutut a ya 67 Rp 122.595.000 Sosial Batang terpenuhi kebutuhan d ya 67 | Rp 106.545.000
Rehabilitasi Bosial Dasar Terlaksananya Rehabilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Terlal ya Rehabilitasi
Penyandang Disabilitas Sosial Dasar Penyandang Penyand Disabilitas Sosial Dasar Penyandang
T!a,:n ak Terlan! abili lan Anak Tl.,n:nwak 1 Disabilitas Terlantar, Anak
erlantar An erlantar, Dis tas Terlantar, 000 erlantar Anak Terlantar, as Ter s 000
1 Lanjut Usia Terlantar serta Bateng Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, o8 Rpi 123685 Lanjut Usia Terlantar serta Rataig Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, o8 Rp 106.845:
Gelandangan Pengemis di sertn Gelandangan Pengemis di Gelandangan Pengemis di serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial Luar Panti Sosial Luar Panti Sosial Luar Panti Sosial
a | Penyediaan Permakanan Batang Jumigh FMKS penerima Bantuan Rp 1.245.000 | Penyediaan Permakanan Batang Jumlah EMKS penerimia bantuad = Rp 1.245.000
pangan 45 pangan 45
. Jumlah Penerima alat bantu bagi - o Jumlah Penerima alat bantu bagi =
b | Penyediaan Alat Bantu Batang PMKS Penyandang Disabilitas 20 Rp 72.550.000 | Penyediaan Alat Bantu Batang PMKS Penyandang Disabilitas 20 Rp 72.550.000
Di Nol kan krn
c Penyediaan Sandang Batang Jumlah PMKS penerima sandang s0 Rp 150.000 | Penyedinan Sandang Batang Jumlah PMKS penerima sandang 50 Perubahan(DPA
Perubahan)
1 | pemberi La Ruiuk Batan Jumlah penerima layanan rujukan R 48.650.000 | Pemberian Lavanan Rujuk Bata: Jumlah penerima layanan R 32.750.000 ger rangl-‘k::jbaha
[ ‘emberian Layanan Rujukan atang hagi PMKS o5 p .650. cmberian Layanan Rujukan atang rujukan bagi PMKS 95 p 32.750. ngga e n
(DPA Perubahan)
Presentase PMES ygq terpenuhi Presentase PMKS yg terpenuhi
kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasarnya,
Program Perlindungan dan terlindungl hak-haknya dan Pregram Pertindungan dan terlindungi hak-haknya dan 000
w Jaminan Sosial B 9 | mampu berfungsi sosial serta a8 Rp1.589.095.000 | 1 ninan Sesial B 9 berfungsi sosial serta 08 | Bpl 2722738
mampu hidup normatif dalam mampu hidup normatif dalam
pengasuhan keluarga pengasuhan keluarga
umlah anak-anak terlantar yang Jumlah anak-anak terlantar
1_| FPemeliharasn Anak-Anak Batang | mendapat perlindungan dan 65 Rp 1.500.000.000 | Pemeliharaan Anak-Anak Batang | yang mendapat perlindungan 65 | Rp  1.500.000.000
Terlantar rao Terlantar
] sosial dan jaminan sosial
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Kabupaten/Kota

Nasional

Kabupaten/ Kota

Nasional

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
He Program/Keglatan Lokasi Indikstor Kinerja Target Pagn Indikatif Program/Keglatan Lokast Indikator Kinerja Tt Kebutuhan dana Ceaan Eenting
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)
Penjangkauan Anak-Anak . Jumlah Penerima bantuan sosial Penjangkauan Anak-Anak Jumlah Penerima bantuan sosial
| Terantar Bating untuk anak terlantar 1.500 L 1:500.000:000 Terlantar Batang untuk anak terlantar 1.500 Rp 1.:500.000.000
Pengelolaan Data Fakir Pengelolaan Data Fakir
Miskin Cakupan Daerah Batang | sk Puskesos yg didirikan/ 1 Rp 89.095.000 | Miskin Cakupan Daerah Batang | Juiah Puskesos yg didilican/ 1| Rp  228.755.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pendataan Fakir Miskin Pendataan Fakir Miskin Bertambah krn
a | Cakupan Daerah Batang Jumlah data KPM 170.892 Rp 89.095.000 | Cakupan Dacrah Batang Jumlah data KPM 170.892 Rp 48.755.000 | Anggaran Perubahan
Kabupaten/Kota == Kabupaten/Kota . (DPA Perubahan)
Pengelolaan Data Fakir Miskin = Pengelolaan Data Fakir lah KK s Bertambah krm
b | Cakupan Daerah Batang gmnhé‘?h‘?lg mendapat 76.576 - Miskin Cakupan Daerah Batang ian REI;P{:.;.“B mendapat 76.576 Rp 35.000.000 | Anggaran Perubahan
Kabupaten/Kota -~ Kabupaten/Kota e G (DPA Perubahan)
Terpenuhinya Keluarga Penerima Terpenuhinya Keluarga Penerima
e . Manfaat (KPM) yang Mendapatkan ST i Manfaat (KPM) vang Mendapatkan Bertambah kmn
c Eas”.’;‘f;l Bn"";{n_l; Sosigl Batang Bantuan Sosial Kesejahteraan 10 - :\,ﬂm]'.liil Bm“;\.k::lllfm’:d Batang Bantuan Sosial Kescjahteraan 10 Rp 140.000.000 | Anggaran Perubahan
CECRCRan KT NAma Keluarga Kewenangan cscjafiteraan Aarg Keluarga Kewenangan (DPA Perubahan)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Persentase Korban Bencana - Per £ Eorban B
Be] n:g o Pepony Batang | alam dan sosial yang terpenuhi 65 Rp 72.900.000 Be, Percpgancn Batang | alam dan sosial yang terpenuhi 65 | Rp 65.400.000
kebutuhan dasarnya kebutuhan dasarnya
Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat 100.000
1 terhadap Keslapsiagaan Bataig terhadap Kesiapsiagaan Bencana 3 Bp TH000.000 terhadap Kesiapsiagaan Batang terhadap Kesiapsiagaan Bencana 1 | Re 65 ’
B Kabupaten/Kota Kabupaten B Kabupaten/Kota Kabupaten
Koordinasi, Sosialisasi dan Jumlah koordinasi, sosialisasi, Koorndinasi, Sosialisasi dan Jumlah koordinasi, sosialisasi, Berkurang km
a | Pelaksanaan Kampung Siaga Batang dan pelaksanaan kampung siaga Rp 72.900.000 | Pelaksanaan Kampung Siaga Batang dan pelaksanaan kampung siaga Rp 65.400.000 | An Perubahan
g Siag pe P 8 1 B S1ag 1 ggaran
Bencana bencana Bencana bencana (DPA Perubahan)
Program Pengelolaan Taman Presentase Taman Makam Program Pengelolaan Presentase Taman Makam
w Makam Pahlawan Batang | pam dalam kondisi baik 100 Rp 76.259.100 | ‘roman Makam Pahtawan | 2™ | pahlawan dalam kendisi baik 100 Rp 71.721.600
Pemeliharaan Taman Makam Pemeliharaan Taman
1 | Pahlawan Nasional Batang "“"‘;;“::nm mendapat 1 Rp  76.259.100 | Makam Pahlawan Nasional | Batang "““’ﬁ"’::n’“‘ mendnpat 1 Rp 71.721.600
Kabupaten/Kota Pemeia Kabupaten/Kota pemieA:
Pemeliharaan Taman Makam - Pemeliharaan Taman Makam r Berkurang km
. « = Jumlah tenaga pemelihara Taman z . i Jumlah tenaga pemelihara Taman Rp
a Flabla\nan Na_smnn.l Batang Makam Pahlawan Kabupaten 1 Rp 56.039.100 P’a.hlawa.n Na?nonal Batang Makam Pahlawan Kabupaten 1 51.501.600 | Anggaran Perubahan
Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota (DPA Perubahan)
Pengamanan Taman Makam s Pengamanan Taman Makam lat .
b Pahlawan Nasional Batang Jumiah {cnaga pengamanan. TME Rp 20.220.000 | Pahlawan Nasional Batang J tenaga peagamanat TMP Rp 20.220.000

Total

Rp 8.360.471.895

Total

Rp 7.231.990.417
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan
antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah
setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD.
Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang
terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai
Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan
sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah.
Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah
berkoordinasi dengan Bapelitbang. Tujuan pembahasan rancangan
renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan
serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan
sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai
pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Batang untuk Tahun 2023 terdapat

usulan dari masyarakat disajikan dalam Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kabupaten Batang
Besaran /
No Program/Kegiatan Lokasi | Indikator Kinerja Volume 1 Catatan
Presentase PSKS
1 Program Pemberdayaan yang aktif dalam
Sosial
pembanguan Kesos
Pengembangan Potensi Jumlah PSKS yang
a Sumber Kesejahteraan mengalami
Sosial Daerah peningkatan
Kabupaten/Kota kemampuan
Peningkatan Kemampuan Jumlah pekerja Pelatihan
Potensi Pekerja Sosial Batan sosial masyarakat 956 oran eningkatan
Masyarakat Kewenangan g yang ditingkatkan g gSM
Kabupaten/Kota kemampuannya
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3.1

3.2

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial tahun 2020-2024
memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk
memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera
dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian
visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Sosial pada
periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-
kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait.

Kebijakan dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial Tahun
2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin
dan Rentan;

2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial
dalam penyelenggaraan kesejahteraan social;

3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui
penguatan skema layanan dan pendataan terpadu;

4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan

akuntabel dengan melibatkan publik.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Batang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 bahwa OPD Dinas Sosial
mempunyai Indikator Tujuan yaitu “Meningkatkan penanggulangan
masalah kesejahteraan sosial” dengan Indikator sasarannya yaitu
Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan
dasar,perlindungan,jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan
berfungsi social, Prosentase PSKS yang aktif dalam pembangunan
Kesos, dan Nilai SAKIP Dinas Sosial.

Tujuan dan sasaran urusan Dinas Sosial Kabupaten Batang
dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:
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Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran DINAS SOSIAL
Kabupaten Batang Tahun 2024

No Tujuan Sasaran Indikagtor
1 2 3 4

Persentase PPKS yang

Terpenuhinya Kebutuhan leh h
dasar, perlindungan dan Lnempe;o €h pemenuhan
1 Meni jaminan sosial serta ebutu an .
eningkatkan perubahan perilaku bagi dasar,perlindungan,jaminan
penanggulangan PPKS sosial, dapat hidup mandiri
masalah dan berfungsi sosial
kesejahteraan Meningkatkan kapasitas dan ‘
sosial partisipasi Potensi Sumber

Prosentase PSKS yang aktif

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pembangunan Kesos

dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial

Meningkatnya kinerja dan
akuntabiitas Dinas Sosial

Nilai SAKIP Dinas Sosial

3.2 Program dan Kegiatan

Dinas Sosial Kabupaten Batang berupaya memberikan pelayanan
yang mudah dan cepat. Program dan kegiatan yang disusun untuk
tahun 2023 merupakan perwujudan dalam usaha untuk mendukung
RPD Kabupaten Batang yaitu untuk meningkatkan keamanan,
ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) Dinas Sosial
menyusun kegiatan dengan fokus kepada pemetaan penanggulangan
masalah kemiskinan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial pada
tahun 2023, sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019,
yang telah termuat di renstra Dinas Sosial Tahun 2023-2026, menjadi
7 (tujuh) program, yaitu:(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah, (2) Program Pemberdayaan Sosial, (3) Program Penanganan
Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (4) Program
Rehabilitasi Sosial, (5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial , (6)
Program Penanganan Bencana, (7) Program Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan
program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum
Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah  Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
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Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program pemberdayaan sosial berfokus pada kegiatan
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota. Program ini diarahkan untuk mencapai target
indikator terlaksannya Meningkatnya Pengembangan potensi sumber
kesejahteraan Sosial dengan indikator Presentase PSKS yang aktif
dalam pembangunan Kesos.

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan berfokus pada kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan
indicator persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan
yang berhasil dipulangkan.

Program Rehabilitasi Sosial diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
Dengan indikator Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berfokus pada
kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar dan Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini
bertujuan memberikan perlidungan dan jaminan social bagi anak
terlantar dalam usia 5-18 tahun bahwa setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan untuk
kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota guna pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS).

Program penanganan bencana berfokus pada kegiatan
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan  Sosial
Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan indikator
Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya.
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Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pengelolaan
berfokus pada kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan dengan
indicator Presentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik.

Rencana program dan kegiatan DINAS SOSIAL Tahun 2023, dapat
dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini:

32



TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KAB. BATANG PROV. JATENG

Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )

Prakiraan Maju Renct

Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Catatan Penting | Target
Program/Kegiatan Sumber Kebutuha
Lokasi | Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/ Ine
Kinerja Indikatif Kinerja Pagu
(1) (2) (3) (4) (S) (6) "(7) (8) {9) (10)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Prosentase ASN yang telah mengikuti diklat
1.06.01 PEMERINTAH DAERAH teknis fungsional sesual kompetensi yg 75 Rp3.477.652.356 85 Rp2.593.478.
KABUPATEN KOTA dibutuhkan
Perencanaan Penganggaran dan Jumlah dokumen perencanaan,
1.06.01.2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat 7 Rp 5.098.500 7 Rp 8.09!
Daerah daerah yang disusun
s Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Penyusunan RN .
1.06.01.2.01.06 | Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Batang 7 Rp 5.098.500 | DAU 7 Rp 8.00¢
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
J Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
106.01.2.02 | Admisistrasi Keuangan Perangkat | ;. 1ah laporan keuangan yang disusun 18 | Rp 2.728.385.076 18 | Rp 2.011.06:
1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Batang | 25 Rp 2.490.815.576 | DAU 25 Rp 1.822.49]
ASN Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan .
1.06.01.2.02.02 Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Batang 7 Rp 227.671.000 DAU 7 Rp 177.67:
S Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan .
1.06.01.2.02.07 | Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Batang | 18 Rp 0.898.500 | DAU 18 Rp  10.89¢
/Triwulanan /Semesteran SKPD oordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Jumlah laporan penanganan laporan
1.06.01.2.06 Daerah administrasi umum perangkat daerah 105 Rp 235.186.310 108 Rp 239.872
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
1.06.01.2.06.01 | listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Batang 3 Rp 5.819.500 DAU 3 Rp 6.01¢
Kantor Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan .
1.06.01.2.06.02 | poil ot o pan Kantor Kantor yang Disediakan Batang 2 Rp  78.961.560 | DAU 2 Rp 79.96:
1.06.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jurmioh Paket Bahan Logistik Kantor yang Batang | 2 Rp  38.195.000 | DAU 2 Rp  39.19¢
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Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )

Prakiraan Maju Rencs

Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Catatan Penting Target
Program/Kegiatan Sumber Kebutuha
Lokasi | Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu In¢
Kinerja Indikatif Kinerja
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan -
1.06.01.2.06.05 | p_ daan Pen daan yang Disedial Batang 2 Rp 8.863.500 | DAU 2 Rp 9.868
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan 712
1.06.01.2.06.06 Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan yang Disediakan Batang 2 Rp 8.226.000 | DAU 2 Rp 8.71%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
1.06.01.2.06.09 dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Batang 5 Rp  100.120.750 | DAU 5 Rp 101.12C
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.06.01.2.07 | Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah barang milik daerah yang dibeli/ 1 Rp  16.485.920 2 Rp  16.98
Daerah direhab
Pengadaan Sarana dan Sarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung
1.06.01.2.07.11 | Pendukung Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Batang S Rp 16.485.920 | DAU 4 Rp 16.98¢
bangunan lainnya Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang
1.06.01.2.08 Urusan Pemerintah Daerah urusan pemerintahan daerah 7 Rp 174.937.400 7 Rp 176.937
1.06.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Penyurat m:}‘rﬁiapwan Penyediaan Jasa Surat Batang | 3.570 | Rp 8.747.400 | DAU 3.570 | Rp 8.747
Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, R 74.15¢
1.06.01.2.08.02 | 5\, mber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Co28 | 4 Rp ~ 73.150.000 | DAU 4 P :
Penyediaan jasa pelayanan umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 4
1.06.01.2.08.04 kantor Umum Kantor yang Disediakan Batang 1 Rp 93.040.000 DAU 1 Rp 94.04C
Pemeliharaan Barang Milik
1.06.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan Jumlah barang yang dipelibhara 1.313 Rp 317.559.150 1.315 Rp 140.52¢
Pemerintah Daerah
g?:y:‘g::zlf::fa::‘mggm' Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
1.06.01.2.09.01 Y ’ LA Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Batang 18 Rp 89.025.150 DAU 18 Rp 97.98¢
Kendaraan Perorangan Dinas atau dibavarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan Yy yakny
1.06.01.2.00.06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Batang | 23 Rp  15.090.000 | DAU 23 Rp  17.09¢
lainnya Dipelihara
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 00C
1.06.01.2.09.09 | 1o ntor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Batang 6 Rp  200.000.000 | DAU 6 Rp 10.
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
1.06.01.2.09.11 | dan prasarana pendukung gedung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Batang 12 Rp 13.444.000 DAU 12 Rp 15.444
kantor atau bangunan lainnya

Dipelihara/Direhabilitasi
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Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )

Prakiraan Maju Renca

Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Catatan Penting | Target
Program/Kegiatan Sumber Kebutuha
Lokasi | Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu In¢
Kinerja Indikatif Kinerja
PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase PSKS yang aktif datlam
1.06.02 SOSIAL pembanguan Kesos 75 Rp 365.560.000 80 Rp 551.560
Pengembangan Potensi Sumber
1.06.02.03 Kesejahteraan Sosial Daerah Jumlah FSES yang mengatams peninglatan 75 | Rp 365.560.000 80 | Rp 551.560
Kabupaten/Kota P
Peningkatan Kemampuan Potensi . :
1.06.02.03.01 | Pekerja Sosial Masyarakat j&ﬁlﬁfgfﬂgﬁa‘uﬁyfﬂat yang Batang | 252 256 | Rp 5.00C
Kewenangan Kabupaten/Kota g 4 y
Peningkatan Kemampuan Potensi
Tenaga Kesejahteraan Sosial Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
1.06.02.03.02 | yooor tan Kewenangan Kecamatan yang ditingkatkan kemampuannya | D218 15 Rp 18.050.000 | DAU 15 Rp  190.05C
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga 50C
1.06.02.03.08 | yejuoren Kewenangan yang ditingkatkan jumlahnya Batang | 160.510 | Rp  339.500.000 | DAU 160.513 | Rp  341.
Kabupaten/Kota
gi?:é%l:a IEZ: e}g;?::::;ggs?:f enst Jumlah sumber kesejahteraan sosial
1.06.02.03.04 Kelembagaan Masyarakat i::ﬁﬁ:a%r:n rr;asyarakat yang ditingkatkan Batang 494 Rp 8.010.000 | DAU 496 Rp 10.01C
Kewenangan Kabupaten/Kota P y
gin?%dk: ;i‘;ﬁ%‘gﬁ'gep:anaﬁ:ber Jumlah sumber daya manusia dan penguatan
1.06.02.03.05 Le gl baga Konsultasi Kegs: iahteraan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga Batang 30 Rp - 33 Rp 5.00C
Keluarga (LK3) (LK3) yang ditingkatkan kemampuannya
1.06.04 PROGRAM REHABILITAST SOSIAL szs'f;‘;.fe PMKS yang terpenuhi kebutuhan 70 Rp 175.000.550 73 Rp 191.500
g: ll:abil(iltasi ls)oi::)lll?t?;;u'l‘eﬂanm Jumlah Penanganan dan rehabilitasi sosial
1.06.04.2.01 Annly:; ang ' | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 1.80¢C
.06.04.2. erlantar, Lmll;i:: Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 70 Rp 175.000.550 7@ Rp 191.
Terlantar, serta Ge. angan
Pengemis di Luar Panti Sosial Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.01 | Penyediaan Permakanan Jumlah PMKS penerima bantuan pangan Batang S0 Rp 13.500.000 DAU 55 Rp 15.50C
1.06.04.2.01.02 | Penyediaan Sandang Jumlah PMKS penerima sandang Batang 55 Rp 7.800.000 DAU 60 Rp 9.80C
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Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )

Prakiraan Maju Rencs

Tahun 2024
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Catatan Penting Target Kebutuha
Lokasi | Capaian Dana/Pagu Dana Capaian | ., o /Pagu Inc
Kinerja Indikatif Kinerja
. Jumlah Penerima alat bantu bagi PMKS R 83.50¢
1.06.04.2.01.03 | Penyediaan alat bantu Penyandang Disabilitas Batang 25 Rp 75.000.000 | DAU 30 p .
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk | Jumlah PMKS yang mendapat fasilitasi
Kependudukan, Akta Kelahiran, Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta R 1.637
1.06.04.2.01.07 Surat Nikah, dan Kartu Identitas Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Batang 60 Rp 1.137.050 DAU 63 P ot
Anak Anak
Pemberian Akses ke Layanan Jumlah PMKS yang mendapat layanan 11 R 24.21¢
1.06.04.2.01.08 | b/, jidikan dan Kesehatan dasar pendidikan dan kesehatan dasar Batang 8 Rp 23.214.250 | DAU P
Pemberian Layanan Data dan Jumlah PMKS yang terlayani pengaduan dan 1.43¢
1.06.04.2.01.09 Pengaduan layanan datanya Batang 13 Rp 939.250 | DAU 16 Rp
1.06.04.2.01.12 | Pemberian Layanan Rujukan Jumlah penerima layanan rujukan bagi PMKS Batang 100 Rp 53.410.000 | DAU 105 Rp 55.41C
Presentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN dasarnya, terlindungi hak-haknya dan 72 5.097.422.
1.06.05 JAMINAN SOSIAL mampu berfungsi sosial serta mampu hidup 70 | Rp1.969.268.800 Rp
normatif dalam pengasuhan keluarga
Pemeliharaan Anak-Anak Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat 71 Rp 1.652.000
1.06.05.2.01 Terlantar perlindungan dan jaminan sosial 70 Rp 1.650.000.000 P
1.06.05.2.01.01 | Penjangkauan Anak-anak terlantar | Surmiah Fenerima bantuan sosial untuk anak | paiang | 1500 | Rp 1.650.000.000 | DAU 1.510 | Rp 1.652.00C
Pengelolaan Data Fakir Miskin Rp 3.445.422
1.06.05.2.02 Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesos yg didirikan/ difasilitasi 3 Rp 319.268.800 7 P
Pendataan Fakir Miskin Cakupan g2 | R 130.76¢
1.06.05.2.02.01 Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data KPM Batang | 170.887 | Rp 128.769.000 DAU 170. P
1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Jumlah KK yang mendapat bantuan BPNT Batang | 76.571 | Rp  90.404.800 | DAU 76.566 | Rp  95.40¢
e Cakupan Daerah Kabupaten/Kota :
Dapat pelimpahan
Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat anggaran DBH(;HT(
Fasilitasi Bantuan Sosial (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial APBD Dana Bagi Hasil 039 Rp  2.000.00C
1.06.05.2.02.03 Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Batang | 2.039 Rp 3.117.153.988 Propinsi | Cukai Hasil 2 P
Kabupaten/Kota Tembakau) dari
setda
Fasilitasi Bantuan Pengembangan | Jumlah Penerima Bantuan Modal Usaha bagi 40 R 102.09¢
1.06.05.2.02.04 Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas Batang 30 Rp  100.095.000 | DAU P
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Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana )

Prakiraan Maju Renc:

Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Catatan Penting | Target
Program/Kegiatan Sumber Kebutuha
Lokasi | Capaian Dana/Pagu Dana Capaian Dana/Pagu In¢
Kinerja Indikatif Kinerja
PROGRAM PENANGANAN Persentase Korban Bencana alam dan sosial
1.06.06 BENCANA " ¢ ahi kebutuhan d ya 70 Rp 676.188.000 75 Rp 684.18¢
Perlindungan Sosial Korban .
1.06.06.2.01 | Bencana Alam dan Sosial Jumlah ?’bal’;n:‘;“"““md“ sosial yang 200 | Rp 644.984.000 210 | Rp 651.984
Kabupaten/Kota pat per ngan
1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan Jumlah korban bencana alam dan sosial yang | gatans | 200 | Rp  80.000.000 | DAU 210 | Rp  82.00¢
menerima bantuan pangan
1.06.06.2.01.02 | Penyediaan Sandang Jumlah korban bencana alam dan sosial yang | p.iana | 100 | Rp 3.000.000 | DAU 110 | Rp 5.00C
menerima bantuan sandang
. Jumlah penanganan asistensi perlindungan
1.06.06.2.01.04 | Penanganan Khusus bagi kelompok | /.o oo n sosial bagi orang fakir miskin dan | Batang | 200 | Rp  540.000.000 | DAU 210 | Rp  543.00
rentan .
tidak mampu dengan keterlantaran berat
. . Jumlah korban bencana alam dan sosial yang
1.06.06.2.01.05 | Pelayanan Dukungan Psikososial mendapat layanan dukungan psikososial Batang 55 Rp 21.984.000 DAU 60 Rp 21.98¢
;«:;yelemdl’:mberdayaan Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan
1.06.06.2.02 yara P Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana 1 Rp  31.204.000 1 Rp 32.204
kesiapsiagaan Bencana Kabupaten
Kabupaten/Kota pa
Koordinasi Sosialisasi dan Jumlah koordinasi, sosialisasi, dan
1.06.06.2.02.01 | Pelaksanaan Kampung Siaga lak k > ; b,e Batang 1 Rp 31.204.000 DAU 1 Rp 32.20¢
Bencana pe sanaan kampung siaga ncana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN | Presentase Taman Makam Pahlawan dalam
1.06.07 MARAM PAHLAWAN kondisi baik 100 Rp 125.719.999 100 Rp 127.71S
Pemeliharaan Taman Makam
1.06.07.2.01 Pahlawan Nasional Jumlah TMP yang mendapat pemeliharaan 1 Rp 125.719.999 1 Rp 127.71¢
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam Jumlah tenaga pemelihara Taman Makam €
1.06.07.2.01.02 Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Pahlawan Kabupaten Batang 1 Rp 106.735.999 DAU 1 Rp 108.73¢
Pengamanan Taman Makam .
1.06.07.2.01.03 Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah tenaga pengamanan TMP Nasional Batang 1 Rp 18.984.000 DAU 1 Rp 18.98¢
PROGRAM PENANGANAN WARGA Persentase warga negara migran korban Rp
1.06.03 NEGARA MIGRAN KORBAN tindak kekerasan yang berhasil 30 ) 35 Rp 3.00C
TINDAK KEKERASAN dipulangkan
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Rencana Tahun 2023 (Tahun Reacana )

Prakiraan Maju Rencst

Tahun 2024
Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Catatan Penting | Target
Program/Kegiatan Lok ca Dana/ Sumber Ca Kebutuha
Kinerja Indikatif Dana Kinerja | D208/Paga Ind
Pemulangan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan dari Terlaksananya Pemulangan Warga Negara
Titik Debarkasi di Daerah Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Rp
1.06.03.2.01 | yohupaten/Kota untuk Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk 4+ . 6 Rp 3.00t
dipulangkan ke Desa /Kelurahan dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal
Asal
Fasilitasi Pemulangan Warga
Negara Migran Korban Tindak Jumlah warga negara migran yang
1.06.03.2.01.01 | y yerasan dari Titik Debarkasi di | mendapatkan fasilitasi Batang | 4 Rp DAU 6 Rp 3.00¢
Daerah
Total Pagu Rp 6.789.389.705 Rp 9.248.868
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Batang
Rencana KerjaTahun 2023
Kode Urusan/Bidang/Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Target Catatan
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi | Cap fian Kebutuhan Sumber | Penting
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana
(1) (2) (3) “4) (S) (6) "(7) (8)
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Prosentase ASN yang telah mengikuti diklat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

1.06.01 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA td‘;,;::tiz flkr;?lsioml sesuai kompetensi yg 85 Rp 2.593.478.379
. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi N ?

1.06.01.2.01 Kinerja Perangkat Daerah :?.-:1 :::Iuam kinerja perangkat daerah yang 7 Rp 8.098.500
L Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Koordinasi dan Penyusunan Laporan AN .
1.06.01.2.01. | ) haian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil =~ | g i, | 7 Rp 8.008.500 | DAU
06 Kineria SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

1 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan yang disusun 18 Rp 2.011.061.059
1.06.01.2.02. . . . Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tuniangan ASN Batang 25 Rp 1.822.491.559 DAU
1.06.01.2.02. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi
02 ASN Pelaksanaan Tugas ASN Batang 7 Rp 177.671.000 DAU
. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

1.06.01.2.02. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan

Keuangan Bulanan /Triwulanan .. Batang 18 Rp 10.898.500 DAU
07 /Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan penanganan laporan 105 | Rp  239.872.310

administrasi umum perangkat daerah
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Rencana KerjaTahun 2023

Kode Urusan/Bidang/Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Target Catatan
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan e Kebutuhan Sumber | Penting
Lokasi | Capaian | p, ./ Pagu Indikatif | Dana
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (S) (6) °(7) (8)
. . Jumlah Paket Komponen Instalasi
1.06.01.2.06. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Batang | 3 Rp 6.019.500 | DAU
01 listrik/Penerangan Bangunan Kantor Disediakan
1.06.01.2.06. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02 Kantor yang Disedial Batang 2 Rp 79.961.560 DAU
1.06.01.2.06. . . Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yan,
04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disedialan 8t yang Batang 2 Rp 39.195.000 | DAU
1.06,01.2.06. | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlalg Palfet Barang Cetakan dan Penggandaan Batang 9 Rp 9.863.500 DAU
05 Penggandaan yang Disediakan
1.06.01.2.06. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
06 Perundang-Undangan Perundang-Undangan yang Disediakan Batang 2 Rp 3.712.000 DAU
1.06.01.2.06. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
09 Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Batang | 5 Rp  101.120.750 | DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah barang milik daerah yang dibeli/
1.06.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direhab 2 Rp 16.985.920
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung
1.06.01.2.07. | Pengadaan Sarana dan Sarana pe.n dukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Batang 4 Rp 16.985.920 DAU
11 Gedung Kantor atau bangunan lainnya Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang
1.06.01.2.08 Pemerintah Daerah urusan pemerintahan daerah 7 Rp 176.937.400
(1)'106'01'2'08' Penyediaan Jasa Surat Penyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Batang | 3.570 Rp 8.747.400 DAU
1.06.01.2.08. | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
02 Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Batang | 4 Rp 74.150.000 | DAU
1.06.01.2.08. . . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Umum Kantor yang Disediakan Batang 1 Rp 94.040.000 DAU
1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumiah barang yang dipelihara 1.315 | Rp  140.523.190

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah




Rencana KerjaTahun 2023

Kode Urusan/Bidang/Pemerintabhan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Target Catatan
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kebutuhan Sumber | Penting
Lokasi | Capalan | .., /Pagu Indikatif | Dana
Kinerja
(1) (2) (3) 4) (S) (6) "(7) (8)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya .
. . ’ Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau

1.06.01.2.09. | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan | Batang | 18 | Rp 97.989.190 | DAU

01 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dibavarkan Pajaknya
Jabatan Y Jaxny

1.06.01.2.09. | p. \liharaan peralatan dan mesin lainnya | Y4®lah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Batang | 23 | Rp 17.090.000 | DAU

06 Dipelihara

1.06.01.2.09. | Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

09 dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Batang 6 Rp 10.000.000 DAU

1.06.01.2.09 Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung

1'1 UEETTr | prasarana pendukung gedung kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Batang 12 Rp 15.444.000 DAU
bangunan lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

Presentase PSKS yang aktif dalam

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL pembanguan Kesos 80 Rp 551.560.000
Pengembangan Potensi Sumber

1.06.02.03 | Kesejahteraan Sosial Daerah Jumilah PEIES yang mengalami peningkatan 80 | Rp 551.560.000
Kabupaten/Kota P
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja . .

1.06.02.03.01 | Sosial Masyarakat Kewenangan ﬁ‘g&gﬁfﬁ?{ﬁgﬂﬁyf&m yang Batang | 256 | Rp 5.000.000
Kabupaten/Kota p 4
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga . .

1.06.02.03.02 | Kesejahteraan Sosial Kecamatan J:nmlgu'ffg‘l‘;gﬂi Kescjahteraan Sosial Kecamatan | patang | 15 | Rp 190.050.000 | DAU
Kewenangan Kabupaten/Kota yang P ¥
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber . .

1.06.02.03.03 | Kesejahteraan Sosial Keluarga J:nm%ﬁi‘;?;’t;ﬁ?flah] feraan Sosial Keluarga | g .00 | 160.513 | Rp 341.500.000 | DAU
Kewenangan Kabupaten/Kota yang J Yy
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber . .

1.06.02.03.04 | Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Jumlah sumber kesejahteraan sosial kelembagaan | g .0 | 496 | Rp 10.010.000 | DAU

Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya
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Rencana KerjaTahun 2023

Kode Urusan/Bidang/Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Target Catatan
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi | Capaian Kebutuhan Sumber | Penting
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana
(1) (2) (3) 4) (5) (6) "(7) (8)
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Jumlah sumber daya manusia dan penguatan
1.06.02.03.05 ;| Manusia dan Penguatan Lembaga lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Batang 33 Rp 5.000.000
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang ditingkatkan kemampuannya
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL P:"“"‘;:" PMES yang terpenuhi kebutuhan 73 | Rp  191.500.550
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Jumlah Penanganan dan rehabilitasi sosial
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
1.06.04.2.01 Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan | Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 72 Rp 191.500.550
Pengemis di Luar Panti Sosial Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
(1)‘106'04'2'01' Penyediaan Permakanan Jumlah PMKS penerima bantuan pangan Batang | 55 | Rp 15.500.000 | DAU
e6:04.2.01 | penyediaan Sandang Jumlah PMKS penerima sandang Batang | 60 | Rp 9.800.000 | DAU
1.06.04.2.01. . Jumlah Penerima alat bantu bagi PMKS
03 Penyediaan alat bantu Penyandang Disabilitas Batang 30 Rp 83.500.000 DAU
1.06.04.2.01 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Jumlah PMKS yang mendapat fasilitasi
0,'7 e | Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Batang 63 Rp 1.637.050 DAU
Nikah, dan Kartu Identitas Anak Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
1.06.04.2.01. | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan Jumlah PMKS yang mendapat layanan pendidikan
08 dan Kesehatan dasar dan kesehatan dasar Batang 11 Rp 24.214.250 DAU
1.06.04.2.01. | bt erian Layanan Data dan Pengaduan | Yumlah PMKS yang terlayani pengaduan dan Batang | 16 | Rp 1.439.250 | DAU
09 layanan datanya
15004201 | pemberian Layanan Rujukan Jumlah penerima layanan rujukan bagi PMKS Batang | 105 | Rp 55.410.000 | DAU
Presentase PMKS yg terpenuhi kebutuhan
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN | dasarnya, terlindungl hak-haknya dan 72 Rp 5.097.422.838

SOSIAL

mampu berfungsl sosial serta mampu hidup
normatif dalam pengasuhan keluarga
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Rencana KerjaTahun 2023

Kode Urusan/Bidang/Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Target Catatan
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Capagian Kebutuhan Sumber | Penting
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (S) (6) °(7) (8)
g Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat

1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar perlindungan dan jaminan sosial 71 Rp 1.652.000.050
3:96.05.2.01 | penjangkauan Anak-anak terlantar Jumlah Penerima bantuan sosial untuk anak Batang | 1.510 | Rp 1.652.000.050 | DAU

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan s
1.06.05.2.02 Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Puskesos yg didirikan/ difasilitasi 7 Rp 3.445.422.788
1.06.05.2.02. | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah | 5, 1op data KPM Batang | 170.882 | Rp  130.769.000 | DAU
01 Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02. | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
02 Daerah Kabupaten,/Kota Jumlah KK yang mendapat bantuan BPNT Batang | 76.566 | Rp 95.404.800 DAU

e . . Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
1.06.05.2.02. | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan | Batang | 2.039 | Rp 2.000.000.000 | APBD
03 Keluarga Prov
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02. | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi | Jumlah Penerima Bantuan Modal Usaha bagi
04 Masyarakat Penyandang Disabilitas Batang 40 Rp 102.095.000 DAU
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana alam dan sosial 75 | Rp  684.188.000
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Perlindungan Sosial Korban Bencana Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang
1.06.06.2.01 | 1o0m dan Sosial Kabupaten/Kota mendapat perlindungan sosial 210 Rp 651.984.000
1.06.06.2.01. Penyediaan Makanan Jumlal:l korban bencana alam dan sosial yang Batang 210 Rp 82.000.000 DAU
01 menerima bantuan pangan
1.06.06.2.01. Penyediaan Sandang Jumlah. korban bencana alam dan sosial yang Batang 110 Rp 5.000.000 DAU
02 menerima bantuan sandang
1.06.06.2.01 Jumlah penanganan asistensi perlindungan dan
0;; et | Penanganan Khusus bagi kelompok rentan jaminan sosial bagi orang fakir miskin dan tidak Batang 210 Rp 543.000.000 DAU

mampu dengan keterlantaran berat
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Rencana KerjaTahun 2023

Kode Urusan/Bidang/Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Target Catatan
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Lokasi Capfian Kebutuhan Sumber | Penting
Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana
(1) (2) (3) (4) (S) (6) "(7) (8)
1.06.06.2.01. . . Jumlah korban bencana alam dan sosial yang
05 Pelayanan Dukungan Psikososial mendapat layanan dukungan psikososial Batang 60 Rp 21.984.000 DAU
Penyelenggaraan Pemberdayaan Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan
1.06.06.2.02 | Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana 1 Rp 32.204.000
Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten
1.06.06.2.02. | Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Jumlah koqrdinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan Batang 1 Rp 32.204.000 DAU
01 Kampung Siaga Bencana kampung siaga bencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM | Presentase Taman Makam Pahlawan dalam
1.06.07 PAHLAWAN kondisi baik 100 Rp 127.719.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1.06.07.2.01 Nasional Kabupaten/Kota Jumlah TMP yang mendapat pemeliharaan 1 Rp 127.719.000
1.06.07.2.01. | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah tenaga pemelihara Taman Makam
02 Nasional Kabupaten/Kota Pahlawan Kabupaten Batang 1 Rp 108.735.000 DAU
1.06.07.2.01. | Pengamanan Taman Makam Pahlawan .
03 Nasional Kabupaten/Kota Jumlah tenaga pengamanan TMP Nasional Batang 1 Rp 18.984.000 DAU
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA | Persentase warga negara migran korban 35 Rp 3.000.000
e MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN tindak kekerasan yang berhasil dipulangkan ) *
Pemulangan Warga Negara Migran Korban | Terlaksananya Pemulangan Warga Negara
Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di | Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik
1.06.03.2.01 Daerah Kabupaten/Kota untuk Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk 6 Rp 3.000.000
dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran .
1.06.03.2.01. | v/ ban Tindak Kekerasan dari Titik Jumlah warga negara migran yang mendapatkan | g, ., | g Rp 3.000.000 | DAU
01 . g fasilitasi
Debarkasi di Daerah
Total Pagu Rp 9.248.868.767




BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023

merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023 - 2026 yang mengacu
pada Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Batang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun

2023-2026 yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan oeleh pemerintah daerah. Renja sebagai pedoman bagi Dinas

Sosial Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama
1 (satu) tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1)

2)

3)

Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam

pelaksanaannya adalah bahwa ketersediaan anggaran yang tidak

sesuai dengan kebutuhan karena menurunnya Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan juga penurunan nilai nominal berbagai bantuan dari

pusat.

Kaidah-kaidah pelaksanaan , sebagai berikut :

a. Pencapaian Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang
dirumuskan dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2023 diselaraskan
dengan RPD tahun 2023 - 2026..

b. Untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dengan
berpedoman kepada Renja Tahun 2023 dan RPD Kabupaten
Batang Tahun 2023 - 2026.

c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas
Sosial untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan
Tahun 2023.

Rencana Tidak Lanjut

Rencana Tidak lanjut Renja Dinas Sosial Kabupaten Batang selain

sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 juga

berfungsi sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kinerja Dinas

Sosial. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023

tentu juga dipengaruhi oleh pembiayaan/pendanaan yang memadai

serta kompentensi dan semangat, tekad serta disiplin dalam
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang

tersedia.
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Selain itu pula Renja Dinas Sosial Kabupaten Batang juga memberikan
umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan
rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga perolehan peningkatan
kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga dengan keberadaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Batang
dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya RPD tahun
2023-2026 Pemerintah Kabupaten Batang serta memberikan manfaat

perencanaan pembangunan selanjutnya.

Batang , Juni 2023
Kepala Dinas Sosial
Kg_b__upaten Batang

Ir‘ Jokolétui:o M. Si.
"\ Rembing/Utama Muda
NLP\IQESO6Q§ 1992031015
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050 / [pg /2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG,

a.

Bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun
2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang
tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [I Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);



10.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor2l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833)sebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pemebtukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
RancanganPeraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
MenengahDaerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Provinsi Jawa Tengah  Tahun  2005-
2025(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Provinsi Jawa Tengah Tahun  2018-
2023(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor
9);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Batang Tahun 2019-2039(Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2019 Nomor 13);

21. Peraturan Bupati Batang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024 dengan Tim
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan
sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024;

b. menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah Dinas
Sosial Kabupaten Batang Tahun 2024 sesuai tahapan
dan tata cara yang diamanatkan dalam peraturan
perundangan-undangan;

c. melakukan  pengendalian penyusunan  kebijakan
dokumen rencana  perangkat daerah Dinas Sosial
Kabupaten Batang; dan

d. memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi
terhadap Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Batang Tahun 2024; dan

e. berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi dengan
Bapelitbang dan Pemangku Kepentingan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN : Kepada Yth. :

1. Kepala Bapelitbang Kab. Batang;
2. Inspektur Daerah Kab. Batang;
3. Penghimpun Keputusan;

4. Pertinggal.

Ditetapkan di: Batang
Pada tanggal: Juni 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
_KABUPATEN BATANG

.\ Ir. JOKO TETUKO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630605/199203 1 015




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KAB. BATANG
NOMOR: 050/ lmj/2023

TENTANG ;

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH DINAS SOSTAL KAB. BATANG TAHUN 2024

TIM PENYUSUN RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN BATANG TAHUN 2023

No. Kedudukan Dalam Tim Kedudukan Dalam Jabatan
Ketua Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang
Sekretaris Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Batang
Pokja Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Ratiis Kepala Bidang 'Pen.lbe'rdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin
Anggota Penyuluh Sosial Ahli Muda
Penyuluh Sosial Muda
Penyuluh Sosial Pertama
- Pokja Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
Ktiis Kepgla Bidang' Reh.abilitasi dan
Perlindungan Jaminan Sosial
Anggota Pekerja Sosial Ahli Muda
Pekerja Sosial Muda
Pekerja Sosial Pertama
Ahli Pertama Penyuluh Sosial
5 Pokja Sekretariat
Ketua Perencana Muda
Anggota Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pengelola Akuntansi
Staf Administrasi

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN. BATANG

‘Pembina Utaiga Muda
NIP. 19630605.,199203 1 015




